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Pedoman Penentuan Areal Kajian serta Penyiapan dan Analisis Data dan

Informasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar KSA,

KPA, dan TB disusun atas saran dan masukan dari Balai Besar/Balai KSDA serta

para pihak lainnya dengan berkaca pada hasil evaluasi pelaksanaan dan

pencapaian target kegiatan di tahun 2020. Pedoman ini memuat penjelasan

lebih lanjut dari beberapa tahapan dalam ruang lingkup pelaksanaan yaitu Pasal

16 dan Pasal 18 pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor:

P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020. Ada pun tahapan yang dimaksud adalah

penentuan areal kajian serta analisis data dan informasi, termasuk teknik

skoring nilai keanekaragaman hayati. Kedua tahapan tersebut merupakan

perhatian Balai Besar/Balai KSDA selaku pelaksana, sehingga perlu disusun

pedoman khusus yang memberikan penjelasan lebih lanjut. Adapun teknik

pengumpulan data baik primer maupun sekunder tidak menjadi bagian dari

pedoman yang disusun ini. Teknik pengumpulan data dapat mengacu kepada

petunjuk atau pedoman teknis yang telah ada, baik yang diterbitkan oleh

Kementerian LHK khususnya Ditjen KSDAE maupun buku-buku teks yang diakui

secara ilmiah.
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Pendahuluan I

Inventarisasi dan verifikasi ruang-ruang perlindungan keanekaragaman hayati merupakan

bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024 mengamanatkan

pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan yang diduga

memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar Kawasan Suaka Alam (KSA),

Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) seluas 27 Juta hektare dan 43

Juta hektare. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal KSDAE, selaku penanggung

jawab teknis, telah menerbitkan panduan pelaksanaan kegiatan berupa Peraturan Direktur

Jenderal KSDAE Nomor: 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis

Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar

Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Peraturan ditujukan sebagai panduan dan arahan teknis kepada Balai Besar/Balai KSDA

sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan. 

Tahapan teknis yang harus dilaksanakan dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi

kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB adalah

penentuan areal kajian, pengumpulan dan pemilahan data, analisis data dan informasi serta

pemberian skoring, tahapan tersebut secara singkat dapat dilihat pada Gambar 1.

Tahapan yang sering menjadi pertanyaan dan diskusi adalah penentuan areal kajian serta

analisis data dan infomasi keanekaragaman hayati tinggi. Adapun teknik pengumpulan data

baik primer maupun sekunder tidak menjadi bagian dari pedoman yang disusun ini. Teknik

pengumpulan data dapat mengacu kepada petunjuk atau pedoman teknis yang telah ada,

baik yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Ditjen

KSDAE maupun buku-buku teks yang diakui secara ilmiah. Hasil refleksi berdasarkan data

dan informasi awal yang dimiliki pada pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya atau

melalui studi kepustakaan (desk study), kemudian menjadi dasar dalam penentuan areal

kajian, atau yang sering disebut Area of Interest (AoI). 

A. Latar Belakang
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Penentuan AoI merupakan tahapan untuk menentukan lokasi target yang diduga memiliki

potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan data

dan informasi yang telah diperoleh berdasarkan variabel utama dan penunjang, yang untuk

selanjutnya dilakukan skoring nilai keanekaragaman hayati kawasan. Kedua tahapan

tersebut dalam teknis pelaksanaannya memerlukan insight atau wawasan dan

pengetahuan tambahan di luar petunjuk teknis yang tersedia. Wawasan yang dimaksud

diantaranya adalah pengetahuan tentang teknis delineasi kawasan yang diduga memiliki

nilai keanekaragaman hayati tinggi secara spasial. Untuk itu perlu disusun panduan atau

pedoman yang memberikan penjelasan lebih lanjut.

Penentuan 
Areal Kajian

(Area of Interest)
Analisis 

Awal
Penentuan Unit

Sampling
Pengumpulan
Data Primer

Pengumpulan
Data Sekunder

Penyiapan Data 
Untuk Analisis

Layer poligon 
habitat masing masing 

spesies TSL
Data 

Tutupan lahan
Data

Ketersediaan Air

Tumpang
Susun

Unit 
Analisis

Pemberian
Skor

Gambar 1. Tahapan Teknis Penentuan Areal Kajian, Pengumpulan dan Pemilahan Data, 

                     Analisis Data dan Informasi serta Pemberian Skoring



I

Penentuan areal kajian, termasuk teknik dan langkah-langkah mendelineasi areal kajian

dan unit analisis.

Penyiapan serta teknik analisis data dan informasi keanekaragaman hayati, termasuk

skoring, dan interpretasinya. 

Pedoman Penentuan Areal Kajian, Penyiapan serta Teknik Analisis Data dan Informasi

Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam (KSA),

Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) disusun untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah dan teknik dalam menentukan areal

kajian dan analisis data. Pedoman ini mengacu kepada dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor:

P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020. Selanjutnya, pedoman juga merupakan suplemen dan

dimaksudkan untuk mengelaborasi atau menjelaskan pasal 16 dan 18 dari Perdirjen KSDAE

tersebut. 

  

Tujuan dari Pedoman Penentuan Areal Kajian, Penyiapan serta Teknik Analisis Data dan

Informasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB

adalah untuk memberikan panduan secara detail kepada Balai Besar/Balai KSDA perihal:

1.

2.

B. Tujuan
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IPendekatan 
Penentuan
Areal Kajian

II
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Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor:

P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi

Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam (KSA),

Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) pasal 16 ayat (1) menyebutkan

bahwa penentuan areal kajian merupakan tahapan untuk menentukan lokasi yang menjadi

perhatian dan diduga memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Penentuan areal

kajian dapat dilakukan apabila pelaksana telah menyelesaikan tahapan kegiatan

sebelumnya yaitu pembentukan tim yang melibatkan para pihak, serta pengumpulan dan

pemilahan data dan informasi awal dengan melakukan studi kepustakaan (desk study).

Areal kajian atau sering disebut sebagai Area of Interest (AoI) ditentukan berdasarkan kajian

awal yang telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2019. Peta

hasil kajian awal BAPPENAS memuat area-area yang berada di luar Kawasan Suaka Alam

(KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) namun diduga memiliki nilai

keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti tersaji pada Gambar 2. Area-area dugaan

tersebut memiliki luasan total sekitar 43 juta hektare, yang terdiri atas Kawasan Hutan

berupa Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi seluas ± 40 Juta hektare dan Non Kawasan

Hutan berupa Areal Penggunaan Lain (APL) ± 3 Juta hektare. 

Area-area pada kajian awal tersebut merupakan prioritas utama dalam menentukan areal

kajian pada masing-masing wilayah kerja Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam

(BB/BKSDA). Namun, penentuan areal kajian juga dapat dilakukan pada area-area yang tidak

termasuk ke dalam peta kajian tersebut, dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan

informasi yang mendukung sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan

Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020.

Sesuai dengan peraturan tersebut, penentuan areal kajian dilakukan dengan

mempertimbangkan beberapa data dan informasi. Pertimbangan tersebut diantaranya

keterwakilan biodiversitas maksimal dan nilai ekologi yang dikandungnya, kepentingan

Pemerintah Daerah, keterwakilan wilayah administratif, aksesibilitas, ketersediaan sumber

daya manusia dan anggaran, dan/atau pertimbangan lainnya. Setelah mempertimbangkan

keterwakilan-keterwakilan tersebut, tahapan selanjutnya adalah melakukan delineasi

terhadap calon lokasi yang akan ditentukan sebagai areal kajian. 



I
Delineasi areal kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan data dan informasi yang

dapat dianalisis secara spasial. Setidaknya terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat

digunakan untuk mendelineasi calon lokasi areal kajian, yaitu melalui pendekatan batas-

batas ekologi dan pendekatan keterwakilan wilayah administratif.
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Gambar 2. Peta Indikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Hasil 

                     Analisis BAPPENAS
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Pendekatan ini menggunakan batasan biofisik baik alami maupun buatan. Batas-batas yang

umum digunakan diantaranya tutupan hutan, ekosistem dengan batas tertentu (misalnya

danau, badan sungai, DAS), dan ekosistem tertentu yang batasnya dapat didelineasi dengan

jelas (misalnya savana, gambut, karst, mangrove, pulau kecil ), sebagaimana ditunjukan pada

Gambar 3.

Pendekatan batas-batas ekologi dimungkinkan dipilih dengan pertimbangan misalnya

terhadap “pulau habitat” di suatu matrik ) yang lebih luas. Pulau habitat dapat berupa area

berhutan, perairan tawar, habitat unik seperti savana, karst, mangrove, dan gambut. 

 Pendekatan ekologi juga cocok jika digunakan untuk patch-patch hutan ) yang terpisah yang

masih memiliki ekosistem yang relatif sama.  Kondisi tersebut contohnya patch-patch hutan

di lanskap homogen atau sisa-sisa hutan mangrove di pesisir pantai.  Sebaliknya, untuk blok-

blok hutan yang luas yang utuh dan terkoneksi dengan blok hutan lainnya dapat dijadikan

dalam satu areal kajian. 

Penentuan areal kajian dengan pendekatan batas ekologi mempertimbangkan bentuk dan

struktur habitat potensial, yang sudah tertuang dalam peta indikatif keanekaragaman hayati.

Patch habitat, elemen spasial yang menyusun mosaik lanskap, dibedakan dari wilayah yang

berdekatan dan wilayah yang relatif sama untuk habitat satwa liar.   Patch habitat memiliki

karakteristik berdasarkan ukuran (besar dan kecil), bentuk (bulat, panjang, lurus, atau

bengkok).

Gambar 3. Ilustrasi Batas-batas Ekologi

Suatu pulau dapat menjadi areal kajian apabila memiliki hamparan vegetasi yang homogen, memiliki spesies dengan sebaran terbatas di pulau tersebut,
relatif terisolasi dari daerah sekitarnya.
Sekumpulan lansekap yang tidak didesain untuk kepentingan konservasi ekosistem alami, proses ekologi dan biodiversitas.
Patch Hutan merupakan skala ekosistem di mana suatu unit hutan yang relatif homogen dapat diidentifikasi atau dibedakan dengan kawasan/area
disekelilingnya.

1.

2.
3.

A. Pendekatan Batas Batas Ekologi
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Patch habitat memiliki karakter terkenal seperti batas besar, kecil, bulat, panjang, lurus, atau

bengkok. Berlawanan dengan patch habitat, koridor habitat memiliki struktur berjajar.

Karakter tersebut secara luas memberikan arti ekologis untuk produktivitas dan

keanekaragaman hayati (Forman, 1995; Farina, 2000). Sehingga penentuan areal kajian

sebaiknya mempertimbangkan keberadaan patch habitat.

Pada habitat yang relatif homogen dan hanya terdiri dari satu blok habitat potensial, maka

satu areal kajian yang mewakili keseluruhan blok habitat tersebut sudah mencukupi.

Sebagai contoh blok hutan yang terisolasi, ataupun habitat yang spesifik seperti mangrove. 

Di sisi lain, pada kondisi dimana kesatuan habitat terdiri beberapa patch habitat, maka aspek

keterwakilan tipe ekosistem, keterhubungan (connectivity) dan kedekatan antar fragmen

dapat menjadi rujukan penentuan areal kajian. Sebagai contoh, pada lanskap heterogen yang

terdiri dari berbagai jenis fragmen, meningkatkan jumlah mamalia berukuran besar atau

spesies tepi yang mendiami elemen fragmen yang berdekatan (Hong, 2008). Gambar 4

mengilustrasikan delineasi dengan menggunakan pendekatan batas ekologi.
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Mulai Habitat
Potensial

Batas
Ekologi

Jumlah
Habitat
Patches

Potensial

Single
Patch

Multiple
Patch

Jarak
Antar

Patch (es)
Lebih dari 1
Areal Kajian

1 (Satu)
Areal Kajian

Analisa Data
Spasial

Interpretasi
Sementara Selesai

DekatJauh

Leb
ih Dari 1 1 (Satu)

Gambar 4.Ilustrasi Delineasi dengan Pendekatan Batas Ekologi
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B. Pendekatan Keterwakilan Wilayah Administratif

Pendekatan ini dapat menggunakan beberapa batasan imajiner yang diantaranya adalah

batas Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kawasan Hutan (Hutan Lindung dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan atau KPH), kelompok hutan, dan wilayah konsesi.

Pemilihan pendekatan wilayah administrasi umumnya didorong oleh kemudahan

menentukan batas areal kajian yang mengikuti batas area pengelolaan suatu unit

manajemen. Batas-batas unit manajemen umumnya telah secara jelas ditetapkan dalam

kebijakan tertentu. Namun demikian, terhadap batas administrasi dan pengelolaan dapat

diverifikasi lebih lanjut. 

Pemilihan areal kajian berdasarkan wilayah administrasi juga akan memungkinkan dari sisi

aksesibilitas untuk menjangkau areal kajian. Pendekatan ini juga tepat digunakan pada blok

hutan yang utuh dan luas, sehingga memungkinkan untuk dikelola dalam satu unit

manajemen atau dalam konsesi pemanfaatan hutan tertentu.

Gambar 5. Ilustrasi Keterwakilan Wilayah Administratif, Kawasan Hutan, dan   

                     Wilayah Konsesi sebagai Areal Kajian
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Konektivitas Struktural, menjelaskan hubungan spasial

(kontinuitas dan kedekatan) antara elemen struktural lanskap

(mis. Patch hutan), yang berdiri sendiri di atas

karakteristik ekologi spesies (Taylor et al., 2006;

Tischendorf dan Fahrig, 2000), dan

b. Konektivitas Fungsional, yang mengacu pada fitur lanskap

yang memfasilitasi atau menghalangi pergerakan spesies di

antara patch habitat (Taylor, 1993; Taylor et al., 2006).

Akibatnya, kemampuan spesies untuk bergerak atau menyebar

melalui lanskap terintegrasi fitur struktural lanskap

(Adriaensen et al., 2003).

Konektivitas Lanskap/Bentang Alam
Definisi keterhubungan atau konektivitas lanskap mencakup dua

konsep dasar, yaitu: 

1.

2.

Convention on Migratory Species (CMS) tahun 2020 mendefinisikan

konektivitas sebagai pergerakan spesies tanpa hambatan beserta

aliran alami yang menopang proses kehidupannya. Guidelines for

Conserving Connectivity through Ecological Networks and Corridors

yang dikeluarkan oleh IUCN, menyebutkan bahwa mempertahankan dan

mengelola konektivitas antara kawasan konservasi dan kawasan

bernilai keanekaragaman hayati tinggi adalah kunci efektivitas

dalam konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Mempertahankan konektivitas dapat meningkatkan fungsi konservasi

keanekaragaman hayati  dengan meningkatkan luas total kawasan

yang terhubung secara efektif sehingga mengurangi resiko

kepunahan (Newman et al., 2017). 

Hal ini sangat penting dilakukan pada kondisi dimana penentapan

kawasan konservasi baru tidak memungkinkan untuk dilakukan di

wilayah tersebut. Misalnya, area-area bernilai konservasi tinggi

yang berada di dalam blok perkebunan, area-area yang dikelilingi

oleh permukiman, blok hutan yang terpotong oleh jalan, dll.

I
Kotak 1
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IPenyiapan & 
Teknik 
Analisis Data

III

Peraturan  Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi

dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka

Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), variabel yang

digunakan dalam menghitung skor dalam analisis kawasan dengan nilai keanekaragaman

hayati tinggi adalah penutupan lahan, ketersediaan air dan keberadaan tumbuhan atau

satwa liar tertentu. Hal tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa ketiga unsur

tersebut merupakan peubah atau faktor yang dapat merepresantasikan unsur-unsur

keanekaragaman hayati (Gambar 6)

A. Dasar Analisa Data

Gambar 6. Ilustrasi Keterwakilan Wilayah Administratif, Kawasan Hutan, dan   

                     Wilayah Konsesi sebagai Areal Kajian
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Penutupan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan sebuah kawasan

yang memiliki keanekaragaman hayati. Penutupan lahan dapat merepresentasikan kondisi

keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada area tersebut, apakah masih alami atau

sudah terganggu oleh aktivitas manusia, selain itu juga isi kualitas penutupan lahan sangat

mempengaruhi keberadaan tumbuhan atau satwa liar tertentu. Beberapa spesies satwa liar

habitatnya bergantung pada hutan (forest dependent), namun ada juga spesies satwa liar

yang tidak terlalu bergantung pada kondisi penutupan lahannya.

Data penutupan lahan merupakan hasil intepretasi citra satelit, sehingga dapat mengacu dan

menggunakan data yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penafsiran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berdasarkan citra LDCM (Landsat

Data Continuity Mission)/Landsat 8 OLI, yang pada tahun 2018 memiliki perhitungan overall

accuracy data penutupan lahan tahun 2018 untuk 23 kelas penutupan lahan adalah sebesar

79,02% dan untuk kelas hutan-non hutan 94,98% (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan

Sumber Daya Hutan, 2019). Namun demikian dapat juga menggunakan hasil analisis dan

intepretasi citra satelit yang memiliki resolusi lebih tinggi apabila tersedia.

Selanjutnya dilakukan pengelompokan (generalisasi) terhadap kelas-kelas penutupan lahan

dengan ketentuan sebagaimana disajikan pada Tabel 1

B. Penyiapan Data
1.Penutupan Lahan

Tabel 1.  Generalisasi Kelas Penutupan Lahan

sumber : Perdirjen Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 
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Permanen/pherennial, yaitu keadaan ketersediaan air pada saat debit airnya sepanjang

tahun relatif tetap. 

Intermittent atau episodik, yaitu keadaan ketersediaan air pada musim penghujan,

sedangkan pada musim kemarau airnya kering.

Ephemeral, yaitu keadaan ketersediaan air hanya pada saat musim hujan (Syarifuddin,

2000).

Air merupakan kebutuhan dasar mahluk hidup. Ketersediaan air yang merupakan bagian dari

fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena

ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (spatial variability) dan variabilitas

waktu (temporal variability) yang sangat tinggi.

Variabel ketersediaan air diperoleh melalui analisis terhadap daerah aliran sungai, termasuk

sumber-sumber air baik yang permanen maupun temporer yang ada di daerah tersebut.

Jenis ketersediaan air menurut jumlah airnya terdiri dari :

Data ketersediaan air dapat diperoleh dari data sungai, danau, rawa, mata air, waduk, dan

badan air lainnya. Penyajian data numerik dan spasial (polygon) didukung dengan informasi

deskriptif. Apabila terdapat data dalam bentuk titik (point) atau garis (polyline) perlu

dilakukan analisis buffer terlebih dahulu untuk mengubah data menjadi polygon. Analisis

buffer tersebut bersifat “cakupan” atau radius yang masih berdampak terhadap suatu titik

atau garis dengan jarak tertentu.

Gambar 7. Contoh Pengelompokan (generalisasi) Peta Kelas Penutupan Lahan 

2.Ketersediaan Air

Gambar 8. 

Peta Sungai (A) dan Peta

Buffer Sungai (B) 
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Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara langsung oleh UPT di areal

kajian.

Data konflik satwa.

Studi literatur; dengan mengeksplorasi seluruh pustaka, literatur, dan publikasi ilmiah

serta berbagai basis data global mengenai distribusi tumbuhan dan satwa liar.

Keanekaragaman hayati adalah keragaman berbagai bentuk kehidupan di bumi, termasuk

berbagai tumbuhan, hewan, mikro-organisme, gen yang dikandungnya, dan ekosistem yang

mereka bentuk. Secara sederhana keanekaragam hayati mengacu pada variasi genetik,

variasi spesies dan variasi ekosistem dalam suatu area. Data dan informasi di lapangan

mengenai ketiga tingkatan keanekaragaman hayati tersebut, pada umumnya, berupa titik-

titik koordinat yang mewakili perjumpaan tumbuhan dan satwa liar. Untuk kepentingan

analisis data spasial, titik-titik koordinat yang diperoleh kemudian harus didelineasi dan

dikonversi ke dalam bentuk poligon yang akan merepresentasikan luasan habitat tumbuhan

dan satwa liar.  

Informasi titik-titik koordinat lokasi perjumpaan maupun sebaran tumbuhan dan satwa liar

baik yang endemis, terancam punah dan sebagainya dapat diperoleh dengan menggunakan

beberapa pendekatan (Burung Indonesia, 2014; Wood et al, 2015). Pendekatan-pendekatan

yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi perjumpaan tumbuhan dan satwa liar

dalam penentuan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dapat berupa satu atau

gabungan dari beberapa pendekatan, diantaranya: 

3.Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 2. Tipe Data Biologis dan Sumbernya
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Untuk ahli biogeografi pada umumnya dan peneliti tumbuhan dan satwa liar pada

khususnya, Fasilitas Informasi Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity

Information Facility atau GBIF) menyediakan catatan kehadiran spesies hingga

1.709.175.445 (akses data sampai 16 Juli 2021) dan dianggap sebagai layanan penyedia

data utama. Beberapa layanan penyedia data global serupa diantaranya adalah Sistem

Jaringan Informasi Mamalia (Mammal Networked Information System atau MaNIS),

Spesialis Grup di IUCN, Perpustakaan Warisan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity

Heritage Library), Google Scholar, Ornis, dan Herpnet (Rahman et al., 2020), SpeciesLink,

Sistem Informasi Biogeografi Laut.  

Khusus untuk informasi keanekaragaman hayati Indonesia beberapa layanan

penyediaan data dapat di akses pada halaman website seperti Indonesia Biodiversity

Information (www.inabif.lipi.go.id), dan www.biodiversitywarriors.kehati.or.id. Sementara

untuk keanekaragaman jenis pada kelompok taksa tertentu seperti Burung Indonesia

tersedia data-data digital spasial yang dapat diakses pada www.atlasburung.web.id, dan

www.birdpacker.com, dan untuk satwa amfibi dan reptil dapat diakses melalui situs

Amfibi Reptil Kita (ARK; www.inaturalist.org) (Rahman et al., in press).

Diskusi dengan kalangan akademisi, lembaga riset maupun satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) yang memiliki data dan informasi mengenai tumbuhan dan satwa liar di

areal kajian. 

Catatan pengamatan yang tidak terpublikasikan, baik dari pekerja lapangan (misal

kegiatan patroli), mahasiswa maupun pemerhati tumbuhan dan satwa liar (citizen

science).  

Pelibatan para pihak di tingkat tapak, khususnya masyarakat lokal, yang bertempat

tinggal dan beraktivitas di areal kajian dan memiliki pengetahuan yang cukup baik.

Pelibatan dapat dilakukan dengan metode wawancara baik formal dan atau non-formal.
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Perkembangan  Buffer merupakan metode yang digunakan untuk mengekstrapolasi titik

perjumpaan menjadi poligon berdasarkan jarak. Buffer merupakan metode dasar yang

sederhana dan biasanya digunakan untuk mengekstrapolasi titik perjumpaan tumbuhan dan

atau satwa liarberukuran kecil. Buffer umumnya menggunakan bentuk lingkaran karena

diasumsikan bentuk lingkaran merupakan bentuk habitat patch tumbuhan dan satwa liar

yang paling sempurna (Farina, 1998). 

Ukuran besaran buffer umumnya ditentukan berdasarkan jarak terjauh jelajah atau okupansi

satwa liar atau dapat menggunakan 2 km buffer dari titik perjumpaan satwa (IUCN, 2019).

Untuk menggunakan metode buffer diperlukan data awal berupa data perjumpaan spesies

(species occurrences). Ilustrasi penggunaan metode buffer disajikan pada Gambar  9. Bagian

(a) merupakan titik perjumpaan satwa, sedangkan (b) merupakan titik hasil ekstrapolasi

dengan buffer tanpa proses penggabungan (dissolve). Terakhir, bagian (c) merupakan titik

hasil buffer dengan penggabungan.

Perkembangan penelitian dan aplikasi sistem informasi geografis memunculkan beberapa

metode yang dapat dimanfaatkan untuk mendelineasi atau menggambarkan luasan habitat

atau daerah jelajah tumbuhan dan satwa liar. Metode yang dapat digunakan untuk

mengestimasi luasan habitat atau daerah jelajah diantaranya adalah:

C. Teknik Delineasi

1.Buffer

Gambar 9. Ilustrasi penggunaan metode buffer, dengan data titik perjumpaan satwa

Kelebihan dari metode buffer diantaranya yaitu metode ini relatif sederhana bila

dibandingkan dengan metode penentuan luasan habitat lainnya. Selain itu, proses analisis

tetap dapat dilakukan walaupun data koordinat yang tersedia relatif sedikit (kurang dari tiga

titik Lokasi perjumpaan satwa). Kelebihan lainnya adalah metode ini bisa diaplikasikan pada

spesies dengan data perjumpaan terbatas.

Kekurangan dari metode buffer yaitu tidak merepresentasikan habitat secara menyeluruh.

Selain itu, titik temuan spesies selalu diasumsikan berada di tengah lingkaran wilayah

distribusi sehingga ada kemungkinan poligon hasil analisis menjadi under-estimate atau

sebaliknya
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Minimum Convex Polygon atau MCP sering digunakan sebagai perangkat standar IUCN

dalam penilaian luas wilayah perjumpaan (extent of occurrence) spesies tertentu. Extent of

Occurrence oleh IUCN didefinisikan sebagai area dengan batas imajiner yang digambarkan

untuk melingkupi mencakup lokasi temuan satwa yang diketahui, disimpulkan atau

diproyeksikan.

Metode MCP merupakan metode yang sejak lama telah digunakan secara luas. Minimum

Convex Polygon, atau sering disebut juga convex hull, adalah metode delineasi habitat yang

menghubungkan titik-titik terjauh dalam data perjumpaan satwa liar, dengan syarat poligon

terkecil yang tidak ada sudut internalnya melebihi 180 derajat dan memuat semua lokasi titik

temuan satwa (IUCN, 2019). Titik-titik yang terhubung tersebut akan membentuk suatu

poligon terkecil atau convex. Convex tersebut akan mencakup semua titik-titik yang

dikunjungi oleh kelompok satwa. 

Untuk menggunakan metode ini paling tidak terdapat 3 (tiga) titik koordinat spesies yang

dapat dihubungkan antara satu dan lainnya. Convex yang dihasilkan akan lebih baik atau

lebih mewakili kondisi sebenarnya, apabila titik-titik yang akan dihubungkan tersebut

letaknya tersebar. Ilustrasi metode MCP dapat dilihat pada Gambar 10.

2.Minimum Convex Polygon (MCP)

Gambar 10. 

(A) dan (B) MCP untuk satu

spesies yang sama; (C) dan

(D) MCP untuk tiga spesies

yang berbeda 
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Kelebihan metode MCP diantaranya merupakan metode yang paling sederhana dan mudah

digunakan (Burgman & Fox, 2003); dibandingkan dengan buffer, MCP lebih dapat

merepresentasikan cakupan habitat spesies tertentu; dapat digunakan dengan data yang

relatif sedikit, bahkan Boyle et al. (2009) menyatakan bahwa ketika ukuran sampel rendah,

MCP lebih akurat daripada metode Kernel Density Estimation (KDE). Boyle et al. (2009) juga

menyatakan MCP mungkin paling sesuai untuk spesies yang hidup pada fragmen hutan

dengan ukuran terbatas, serta untuk penelitian tentang spesies yang memiliki daya jelajah

luas dan teritorial. 

Di sisi lain, MCP juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kecenderungan untuk

memasukkan area yang bukan bagian dari habitatnya (overestimate) (Franzreb, 2006). Hal

ini dapat terjadi karena proses analisis metode MCP kemungkinan akan mencakup sebagian

besar ruang kosong yang tidak pernah dikunjungi oleh satwa liar. Namun demikian pada

beberapa kasus MCP menunjukan hasil yang underestimate terhadap ukuran wilayah jelajah

yang dihasilkan (Girard et al., 2002). Selain itu kekurangan MCP adalah bias cenderung

meningkat seiring dengan jumlah sampel (Burgman & Fox, 2003). Minimum Convex Polygon

hanya menghasilkan batas luar dari sebaran distribusi tanpa memperhitungkan kerapatan

antar titik pada satu lokasi tertentu. 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi bias (under-estimate atau over-

estimate) adalah dengan menggunakan atau memasukan titik-titik koordinat yang terdapat di

dalam convex pada proses analisis MCP. Selain itu dapat menggunakan sebagian data (50%

atau 90%), menggunakan a-hull dengan memasukkan beberapa langkah pembuatan

triangulasi Delauney (Burgman & Fox, 2003).

Adapun catatan untuk penggunaan MCP pada kasus spesies yang bermigrasi harus

didasarkan pada salah satu area minimum, yaitu area untuk berkembang biak, atau area

non-kawin (area tujuan migrasi). MCP tidak digunakan pada kedua lokasi tersebut secara

bersamaan, karena spesies tersebut bergantung pada kedua area, dan sebagian besar

populasi hanya ditemukan di salah satu area tersebut (IUCN, 2019).
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Kernel Density Estimation adalah metode yang paling populer dalam menentukan area

jelajah atau home range suatu spesies dalam ekologi satwa liar (Hemson et al., 2005).

Metode ini bekerja dengan menempatkan probabilitas kepadatan dua dimensi di atas setiap

catatan spasial suatu spesies. Output KDE berupa grid, dimana setiap grid memiliki nilai

probabilitas kepadatan yang dihitung pada persimpangan antar grid. Parameter yang disebut

'bandwidth' menentukan kontribusi relatif dari jarak antar titik ke perkiraan tingkat

kepadatan. Perkiraan sebaran satwa pada KDE sensitif pada pilihan bandwidth (Seaman &

Powell, 1996) dan sebagai penyebab pada bias, terutama ketika ukuran sampel kecil,

meskipun bias ini mungkin lebih kecil daripada bias dari Minimum Convex Polygon/MCP

(Ostro et al., 1999). 

Kernel Density Estimation mengestimasi besaran luas dari titik-titik koordinat dengan

mempertimbangkan kepadatannya (density). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa, secara

umum, satwa liar diduga tidak memanfaatkan seluruh wilayah jelajahnya dengan intensitas

yang sama, dimana area tertentu cenderung dimanfaatkan lebih banyak dari pada area lain.

Untuk menggunakan metode ini diperlukan data hasil pengambilan contoh dalam jumlah

yang banyak agar lebih menggambarkan intensitas penggunaan area atau sebaran habitat

(home range) satwa objek analisis. Oleh karena itu, metode KDE akan sangat cocok bila

diaplikasikan untuk spesies yang memiliki area sebaran terbatas atau spesies endemik

(Boyle et al., 2009). Ilustrasi metode KDE dapat dilihat pada Gambar 11, bagian (A)

merupakan titik koordinat spesies tertentu, kemudian (B) merupakan gambar raster hasil

analisis. Selanjutnya, bagian (C) merupakan gambar vektor hasil analisis yang menunjukan 2

(dua) kelompok intensitas penggunaan ruang yang berbeda

3. Kernel Density Estimation (KDE)

Gambar 11. Ilustrasi Metode KDE

Kelebihan metode KDE diantaranya hasil analisis dapat lebih memperlihatkan intensitas

keberadaan spesies target di lokasi yang diduga menjadi area jelajahnya. Selain itu, metode

ini dianggap mampu menggambarkan konektivitas habitat suatu spesies. Di sisi lain, metode

KDE memerlukan analisis yang lebih kompleks. Selain itu, apabila data yang diperoleh

sebarannya terlalu jauh maka tidak akan terlihat pengelompokkannya.
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Pemodelan sebaran spesies mengestimasi luasan habitat spesies tertentu berdasarkan

kesesuaian habitatnya. Pemodelan sebaran spesies  mempertimbangkan dan

memperhitungkan faktor-faktor lingkungan yang secara signifikan mempengaruhi spesies

target. Faktor-faktor lingkungan tersebut menjadi predictor atau penduga keberadaan

spesies target. Untuk menggunakan metode pemodelan sebaran spesies , tidak hanya

diperlukan data-data perjumpaan spesies namun juga memerlukan data terkait faktor-faktor

lingkungan lain di sekitar titik perjumpaan satwa liar tersebut, misalnya sumber air, jarak dari

jalan raya, keberadaan predator, dan sebagainya.

Kekurangan data sampel perjumpaan satwa dari yang dibutuhkan, akan berakibat pada

rendahnya akurasi dan performa model ekstrapolasi potensi habitat satwa (Moore et al.,

2014; van Proosdij et al., 2016). 

Penggunaan pemodelan dalam menduga luasan sebaran spesies  memiliki kelebihan yaitu

dapat menganalisis area yang lebih luas dari areal kajian. Selain itu, dengan dukungan data

yang lengkap, dapat pula mengekstrapolasi titik-titik koordinat yang potensial bagi habitat

spesies tertentu. Di sisi lain, analisis dengan pemodelan sebaran spesies memiliki

keterbatasan yaitu membutuhkan input data sampel perjumpaan satwa yang lengkap, dan

kompleksitas analisis data pemodelan akan memerlukan pengguna atau user yang memiliki

keahlian dan pemahaman mendalam terkait analisis dan interpretasi data spasial dan ekologi

Gambar 12. Ilustrasi proses pemodelan sebaran spesies 

4.Pemodelan Sebaran Spesies / Species Distribution Model (SDM)
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Sejumlah besar algoritma telah digunakan dalam pemodelan distribusi spesies. Berbagai

metode  dapat diklasifikasikan sebagai metode 'profil', 'regresi', dan 'machine learning’.

Metode profil hanya mempertimbangkan data 'keberadaan’ saja (presence-only). Metode

regresi dan machine learning menggunakan data presence dan absence atau data “latar

belakang (background)”. Perbedaan antara metode regresi dan machine learning tidak

terlalu besar, tetapi mungkin masih berguna sebagai cara untuk mengklasifikasikan model.

Perbedaan lain yang dapat dibuat adalah antara model presence-only dan model presence-

absence. 

Contoh penggunaan metode profil diantaranya adalah BIOCLIME (Booth et al., 2014) dan

DOMAIN (Carpenter et al.,1993). Sedangkan untuk regresi diantaranya Generalized Linear

Model (GLM) dan Generalized Additive Models (GAM), yang merupakan perluasan dari GLM

(Guisan et al., 2002). Sedangkan machine learning model, merupakan model regresi fleksibel

non-parametrik, seperti Artifical Neural Networks (ANN), Random Forests, Boosted

Regression Trees, Support Vector Machines dan Maximum Entropy (MaxEnt).  Diantara

machine learning model, MaxEnt (Philips et al., 2006) merupakan model yang paling umum

digunakan untuk memodelkan distribusi spesies.

Salah satu model distribusi spesies yang paling sering digunakan dan relatif mudah untuk di

aplikasikan adalah Maximum Entropy (MaxEnt). Kelebihan MaxEnt diantaranya dapat di

jalankan dengan sedikit input data sampel perjumpaan satwa (minimal 10 titik perjumpaan

satwa) (van Proosdij et al., 2016). Selain itu, model distribusi ini relatif lebih mudah dalam

melakukan modeling karena hanya menggunakan data kehadiran (presence-only data) dan

variabel lingkungan yang dianggap dapat mempengaruhi kecenderungan keberadaan satwa.

Hal ini memudahkan untuk menjembatani konstrain atau batasan pengumpulan sampel pra-

analisis. 

Selain itu, perangkat lunaknya pun mudah dalam pengoperasian. Untuk itu, metode ini

dianggap sebagai metode yang terbaik di antara algoritma modeling yang sejenis. Namun

demikian perlu diperhatikan juga upaya pendataan dan pola sebaran data yang dimiliki untuk

meminimalisir terjadinya bias pada pemodelan yang dihasilkan. Kekurangan metode ini

adalah tidak dapat memberikan performa model yang lebih baik dibandingkan dengan

presence-absence model. Selain itu, dalam membaca hasil model juga harus

memperhitungkan kondisi ekologi dan perilaku satwa.

21



Tabel 3. Contoh Kegiatan Kajian Habitat/Spesies Menggunakan Pemodelan
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Metode-metode delineasi luasan habitat tersebut dilakukan terhadap masing-masing

spesies, sehingga pada satu areal kajian bisa diperoleh lebih dari satu poligon.

Dalam suatu areal kajian dapat menggunakan metode delineasi yang berbeda untuk

masing-masing spesies.

Pemilihan dan penggunaan metode-metode delineasi luasan habitat disesuaikan dengan

ketersediaan data, sifat dan perilaku spesies. Hal ini penting karena semakin banyak data

yang dianalisis akan semakin akurat dan mendekati kondisi sebenarnya di lapangan.

Penelitian Row JR and Blouin-Demers (2006) untuk herpetofauna, menunjukan bahwa

metode MCP lebih baik dan akurat dibandingkan dengan metode KDE, namun dalam

kasus lain, Lichti dan Swihart (2011) menyarankan agar menggunakan KDE dari pada

MCP.

Tidak ada metode atau model yang dianggap paling baik atau paling tepat dalam

mengestimasi luas habitat (Powell dan Mitchell,  2012).

Delineasi yang telah dilakukan dengan berbagai metode yang ada hendaknya dilakukan

penyempurnaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip terkait ekologi dan habitat

jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar yang menjadi objek analisis, diantaranya luas atau

jarak maksimum jelajah (home range), faktor pembatas pergerakan satwa liar seperti

sungai, topografi, perkampungan, dan pembatas lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendelineasi habitat satwa liar, diantaranya :

1.

2.

3.

4.

5.
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Habitat, distribusi, daerah jelajah, dan konektivitas habitat

Habitat satwa liar adalah suatu areal tertentu yang ditempati oleh satwa liar
yang menyediakan kebutuhan dasar dalam seluruh siklus kehidupannya yaitu
pakan, minum, cover serta satwa liar tersebut mampu beradaptasi dengan
perubahan iklim, kompetitor dan predatornya (Morrison et al., 2006, Fritz &
Loison, 2006). Habitat suatu jenis tertentu dicirikan dengan kehadiran,
survival dan reproduksi populasi satwa liar (Sinclair, 2006).  Komponen
habitat yang mempengaruhi kehadiran satwa liar diantaranya adalah
vegetasi hidup, vegetasi mati, fitur-fitur fisik baik yang terbentuk secara
alami maupun artifisial yang dibentuk oleh satwaliar maupun manusia, air,
suplai makanan, kehadiran dan kelimpahan kompetitor, predator, parasit,
penyakit, tingkat gangguan manusia, intensitas perburuan, iklim dan
temperatur serta sejarah keberadaannya (Cooperrider, 1986).

Satwa liar berinteraksi dengan lingkungannya secara kompleks (Skórka et
al., 2009) beradaptasi dengan tipe habitat tertentu dalam skala spasial dan
temporal yang berbeda (Gosling 2003, Fahrig 2003, Kronfeld-Schor &
Dayan, 2003).  Pergerakan satwa liar melintasi bentang alam dipengaruhi
oleh jumlah dan susunan spasial habitat, sifat satwa liar, seperti kemampuan
dispersal, perilaku pada habitat/batas matriks (Johnson et al., 2004).

Hubungan antar habitat melibatkan 5 tipe pergerakan yaitu: pergerakan
harian di dalam home range atau teritori, dispersal untuk menemukan
teretori baru, pola migrasi tahunan, pergerakan nomadic sebagai respon atas
variabilitas spasial dan temporal sumber daya penting dan pola distribusi
spontan sebagai respon atas perubahan iklim (Lindenmayer & Franklin,
2002).  Ukuran tubuh, produktivitas habitat dan interaksi sosial antar satwa
liar sangat mempengaruhi penggunaan habitat terutama yang berhubungan
dengan daerah jelajah satwa liar tersebut (Swihart et al., 1998).

KOTAK 2
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D.Pembuatan dan Penentuan Unit Analisis

Unit Analisis adalah unit terkecil di dalam areal kajian yang memiliki kesamaan karakteristik

dari semua variabel yang digunakan dalam analisis. Salah satu langkah penting dalam

analisis spasial adalah penentuan dan pembuatan unit-unit analisis yang tepat, sesuai dan

hasilnya dapat dengan mudah dimengerti (Hodge, 1996). Unit analisis membagi areal kajian

menjadi unit-unit spasial yang lebih kecil.

Menurut Langhammer et al. (2007), setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat

digunakan, yaitu pendekatan langsung, pendekatan batas-batas alami, dan pendekatan

dengan cara membagi areal kajian ke dalam grid seperti ditunjukan dalam Gambar 13 sebagai

berikut :

Gambar 13. Pendekatan penentuan unit analisis, (a) pendekatan langsung; (b) pendekatan 

                     batas alami; (c) pendekatan dengan cara membagi areal kajian ke dalam grid 

1. Pendekatan langsung 
Satu unit analisis diasumsikan sebagai satu areal kajian, sehingga hanya menggunakan 1

(satu) unit analisis dengan luasan meliputi seluruh areal kajian. (Gambar 13.a). Pendekatan ini

hampir tidak pernah dipraktekan kecuali pada area-area yang sangat kecil (misal: pulau

kecil/terisolasi). Apabila pendekatan ini diterapkan pada area yang luas akan memiliki bias

yang besar sehingga tidak memiliki makna ekologi.

2. Pendekatan batas-batas alami
Pendekatan ini menggunakan batas-batas alami yang telah ada (existing), misalnya batas

daerah aliran sungai, batas tutupan lahan, land system, dan lain-lain (Gambar 13.b).

Penggunaan pendekatan ini cenderung lebih informatif, tetapi belum tentu dapat diterapkan

untuk semua spesies.
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Gambar 14. Berbagai macam bentuk grid 

3. Pendekatan dengan cara membagi areal kajian ke dalam grid
Grid yang disusun dapat berupa segitiga (triangle), kotak (square), berlian (diamond), segi

enam (hexagon), atau segi enam melintang (transvers hexagon). Bentuk dan luasan grid

ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan diantaranya mengikuti jarak terjauh wilayah

jelajah atau okupansi satwa liar target yang akan digunakan dalam analisis dan ketersediaan

alat bantu utama yang akan digunakan dalam kegiatan inventarisasi satwa target (Gambar

13.c). 

Sebagai ilustrasi, misalnya telah diketahui secara umum bahwa rata-rata luas okupansi

harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) adalah 289 km2 atau 28.900 hektare, maka

luas masing-masing grid adalah 28.900 hektare. Namun demikian dapat berbeda pada

setiap daerah/lokasi tergantung karakteristik area seperti ketersediaan pakan, adanya

pesaing dan faktor pembatas lainnya.  Meskipun grid kotak atau sering disebut fishnet

adalah jenis bentuk yang paling banyak digunakan dalam analisis spasial dan pemetaan

tematik, namun beberapa literatur menyarankan penggunaan grid berbentuk hexagon (Birch,

2007). Pendekatan ini mungkin akan terlihat lebih detail, namun tidak memperlihatkan

hubungan dengan bagaimana karakteristik area tersebut, sehingga seringkali sedikit

memiliki arti bagi spesies yang menjadi objek analisis, sehingga lebih baik digunakan pada

area yang homogen.

Model (sistem) skoring atau Weighted Linear Combination (WLC) digunakan untuk

merepresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak tertentu pada

suatu fenomena secara spasial. Setiap parameter masukan akan diberikan skor dan

kemudian akan dijumlahkan untuk memperoleh tingkat keterkaitan. Hasil akhir dari sistem

skoring adalah mengklasifikasikan tingkat keterkaitan parameter keluaran. Klasifikasi

didasarkan pada nilai total skor dari setiap parameter masukan.

E.Teknik Skoring
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1.Penyiapan Variabel Utama

Analisis skoring merupakan proses penentuan skor dalam analisis data dan informasi

kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB. Data variabel

utama yang telah dikumpulkan baik berupa berupa data sekunder maupun primer

selanjutnya dianalisis dengan sistem skoring. Model skoring dimulai dengan memberi skor

pada setiap variabel utama. Setiap skor tersebut merepresentasikan tingkat pengaruh

varibel utama terhadap penentuan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Setelah setiap

variabel diberi skor, proses selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai dengan cara

mengalikan skor pada masing-masing kriteria dengan bobot pada masing-masing variabel.

Hasil perhitungan nilai tersebut akan dibagi dalam jumlah yang dikenal dengan proses

klasifikasi. Hasil akhir dari model skoring adalah klasifikasi nilai keanekaragaman hayati

tinggi yang terbagi dalam kategori Tinggi, Sedang, dan Rendah. 

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai

Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB Nomor

P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020, tahapan dalam menentukan kawasan dengan nilai

keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB adalah  memberikan skor pada unit-

unit analisis pada area of interest (areal kajian) melalui analisis skoring variabel utama

dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan analisis skoring dimulai dengan penyiapan data variabel utama, yaitu Tumbuhan

dan Satwa Liar, Penutupan Lahan, dan Ketersediaan Air. Tahapan ini diantaranya meliputi

proses penggabungan data tumbuhan dan satwa liar, buffering data ketersediaan air dan clip

data tutupan lahan sesuai dengan unit analisis area inventarisasi dan verifikasi kawasan

dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB. Langkah yang dilakukan

adalah 
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a. Tumbuhan dan Satwa Liar

Melakukan penyiapan data Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dengan menginput data TSL

dan membuka data tabularnya sebagaimana ditunjukkan dalam contoh langkah pada

Gambar 15. Ilustrasi langkah dimaksud merupakan salah contoh yang dapat dilakukan,

namun dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan pengelolaan data dan

kondisi di masing-masing lokasi.

1.



 

Menambah kolom informasi spesies kunci tumbuhan dan satwa liar menggunakan “Add

Field” dengan ketentuan berikut

1.

2.

Gambar 15. Input Data TSL

Langkah penyiapan data TSL selanjutnya, dilakukan apabila data yang tersedia

merupakan data yang terdiri dari beberapa layer atau jenis tumbuhan dan satwa liar.

Tambah kolom/field informasi skor variabel tumbuhan dan satwa liar menggunakan

“Add Field” dengan ketentuan berikut :

3.
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Gambar 16. Hasil field baru

Memasukkan skor kehati sesuai dengan kriteria data perjumpaan/penemuan

tumbuhan dan satwa liar, menggunakan tool “Field Calculator” sebagaimana kriteria

dan skor berikut :

4

Gambar 17. Proses Pemberian Skor Kehati

Ulangi langkah 1-4 di atas untuk data sebaran Tumbuhan dan Satwa Liar lainnya.



Menggabungkan beberapa data TSL dapat menggunakan tool “Union” pada beberapa

data tumbuhan atau satwa liar sebagaimana ditunjukan pada (Gambar 18) berikut

5.

Pada data hasil Union, selanjutnya melengkapi data tabular dengan cara klik “Open

Attribute Table”. Kemudian, “Select by Attributes” pilih kolom/field “SkorKehati” dan

masukkan filter query pada masing-masing TSL untuk disesuaikan dan dilengkapi

skornya menggunakan tool “Field Calculator” dengan ketentuan sebagai berikut :

6.

Pastikan skor terisi dengan nilai sesuai dengan kondisi  perjumpaan/penemuan terkonfirmasi*

data.

Query dilakukan menyesuaikan jumlah jenis TSL yang di indikasikan berada di areal kajian, untuk

mencari irisan dari beberapa data sebaran TSL yang memiliki nilai skor yang berbeda.

Pastikan jika ada area beririsan yang memiliki skor lebih tinggi, maka skor yang diisikan merupakan

skor yang paling tinggi.

Jika semua data kondisinya sama (skornya sama), maka Langkah bagian ini dapat diabaikan.

catatan

Gambar 18. Union Data Satwa Liar
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Menggabungkan informasi TSL dari semua informasi yang ada dalam kolom/field

“Sp_Kunci” menggunakan “Field Calculator” sebagaimana Gambar 20 berikut.

7.

Gambar 19.Hasil Skoring

 

Gambar 20.Penggabungan Informasi Satwa Liar
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Membersihkan attribute table (data tabular) yang tidak diperlukan untuk proses

selanjutnya, seperti pada Gambar 21.

8.

Gambar 21.Attribute Table Hasil Penyiapan Data TSL

 

b. Tutupan lahan

Melakukan “clip” data tutupan lahan dengan poligon unit analisis menggunakan menu

“Geoprocessing” (Gambar 22) dengan tujuan menghasilkan peta penutupan lahan pada

unit analisis.

1.

Gambar 22.Proses Clip Data Penutupan Lahan

 

32



33

Hasil proses clip untuk data penutupan lahan akan muncul seperti Gambar 23.2.

Gambar 23. Hasil Proses Clip

c. Ketersediaan Air Permukaan

Langkah penyiapan data selanjutnya, dilakukan untuk penyiapan data potensi

ketersediaan air pada unit analisis. Masukkan data spasial badan air permukaan, seperti

Sungai, Rawa, Saluran Irigasi, Danau, Empang, dan lain-lain ke dalam Layers (Gambar

24)

1.

Gambar 24.Input Data Badan Air Permukaan

 

Melakukan proses clip pada masing-masing data ketersediaan air, sebagai contoh data

sungai dipotong menggunakan tool “clip” dengan data unit analisis seperti Gambar 25. 

2.



Gambar 25. Proses Clip Data Sungai

Hasil proses clip untuk data sungai akan muncul seperti Gambar 26. Lakukan proses

serupa untuk data badan air lainnya, diantaranya Danau, Rawa, Mata air, Waduk, Irigasi,

Kanal, dan Tambak 

3.

Gambar 26. Hasil Proses Clip Data Ketersediaan Air

Melakukan proses buffering untuk masing-masing data badan air sesuai cakupan atau

radius yang masih berdampak terhadap suatu titik atau garis dengan jarak tertentu sesuai

dengan unit analisis. Dalam hal ini bisa menggunakan buffer 500 m atau menyesuaikan

dengan kondisi unit.

4.
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Gambar 27. Proses Buffer

Proses “Buffer” menggunakan menu “Geoprocessing” seperti Gambar 27. 5.

Gambar 28. Proses Union Data Buffer Badan Air

Menggabungkan seluruh data badan air yang telah di buffer menggunakan menu

“ArcToolbox” dengan tool “Union”, seperti Gambar 28. 
6.



Gambar 29. Clip Hasil Buffering

Menambah “field” untuk tipe ketersediaan air pada tabel atribut peta hasil clip dan

buffering, dengan nama “Tipe” dalam type “Text”. Kemudian masukkan (input) data

karekteristik ketersediaan air sesuai dengan Petunjuk Teknis

P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan

Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB. Dalam contoh pada

Gambar 30 menggunakan pendekatan karakteristik Geomorfologi. Apabila data hasil

interpretasi tipe ketersediaan air permukaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka

data tersebut dapat diupdate sesuai hasil pengamatan lapang atau informasi dari sumber

lain (data sekunder).

8.

Melakukan proses “clip” kembali untuk data buffer hasil penggabungan dengan unit

analisis, untuk menghilangkan area hasil buffering yang berada di luar unit analisis.

Langkah ini ditunjukkan sebagaimana Gambar 29 berikut.

7.
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2.Tumpang Susun (Overlay)

Tahapan selanjutnya melakukan tumpang susun (overlay) 3 (tiga) peta variabel utama hasil

tahapan penyiapan data. Langkah dalam proses overlay tersebut, yaitu sebagai berikut :

Proses overlay dilakukan menggunakan menu “ArcToolbox” dengan tool“Union”,

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 31.
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Gambar 31. Overlay Variabel Utama

Gambar 30. Input Karakteristik Tipe Ketersediaan Air

Gambar 31. Overlay Variabel Utama

a.



Peta hasil overlay, selanjutnya diseragamkan data tabular dengan cara klik “Open

Attribute Table”. Penyeragaman data tabular pada masing-masing field menggunakan

ketentuan sebagai berikut :

b.

Tabel 4. Kamus Data Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Tinggi
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Memberi skor pada masing-masing variabel yang menunjukan nilai keanekaragaman

hayati tinggi berdasarkan kriterianya sesuai kelas-kelas (clustering) variabel utama.

Kriteria analisis skoring pada masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 5 sebagai

berikut :

c.

Tabel 5. Kamus Data Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Tinggi

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan pemberian skor adalah sebagai

berikut :

39

Menambah “field” untuk skor tumbuhan dan satwa liar, skor penutupan lahan dan

skor ketersediaan air pada tabel atribut peta hasil overlay, misalnya dengan nama

“SkorTuplah” dalam type “double”.

1.



Gambar 32. Field Skor Penutupan Lahan

Langkah selanjutnya,

merupakan proses

clustering untuk masing-

masing variabel utama

sesuai dengan kriteria dan

skor pada Tabel 5. Klik

“select by attributes”

pada tabel hasil overlay

atau panel di layer

ArcGIS. Pilih setiap field

variabel utama

berdasarkan kriterianya.

Sebagai contoh variabel

Tutupan Lahan Querying

untuk klaster Vegetasi

Primer sebagaimana pada

Gambar 33.

2.

Gambar 33. Querying untuk Klaster Vegetasi Primer

Catatan : Toponimi kelas penutupan lahan merujuk pada

SNI 7645-2010
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Gambar 34. Field Calculator untuk Memberi Skor

Masukkan skor berdasarkan klaster datanya, dengan menggunakan tool “Field

Calculator” pada masing-masing field skor yang telah di select by attribut (Langkah

2), misalnya untuk field “SkorTuplah” sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 34. 

3.

Catatan :

Untuk area bertutupan badan air skor dapat disesuaikan dengan

kondisi setempat, apakah badan air tanpa gangguan, dengan

gangguan sedang, atau ada campur tangan manusia di dalamnya



Gambar 35. Hasil Tahapan Pemberian Skor

Hasil pemberian skor pada variabel utama sesuai dengan kriterianya seperti

Gambar 35. 

4.

Setelah masing-masing kriteria pada setiap variabel utama telah diberi skor, selanjutnya

dilakukan perhitungan nilai dengan cara mengalikan skor pada masing-masing kriteria

dengan bobot pada masing-masing variabel. Hasil tahapan ini adalah nilai pada masing-

masing unit keanekaragaman hayati tinggi. Langkah dalam proses perhitungan nilai

sebagai berikut :

d.

Klik kanan pada field “Nilai”, kemudian pilih “Field Calculator…” untuk mengisi

perhitungan nilai keanekaragaman hayati tinggi. 

1.

Gambar 35. Langkah 1 dalam Proses Perhitungan Nilai  Keanekaragaman Hayati Tinggi
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Gambar 37. Rumus Perhitungan Nilai

Masukan rumus yang digunakan untuk

menghitung nilai dengan cara

mengalikan skor pada masing-masing

kriteria dengan bobot pada masing-

masing variabel, sebagaimana Gambar

37. 

2. Hasil perhitungan nilai

keanekaragaman hayati tinggi

ditunjukan pada Gambar berikut

3.

Gambar 38. Contoh Hasil Perhitungan Nilai

Menghitung luas pada tool “Calculate Geometry…” untuk masing-masing unit

keanekaragaman hayati dengan satuan unit hektare, menggunakan proyeksi

WGS 1984 PDC Mercator. 

4.

Gambar 39. Perhitungan Luas Masing-Masing Unit



Tinggi, apabila nilai > 60 

Sedang, apabila nilai antara 40 - 60

Rendah, apabila nilai < 40

Klasifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi yang diperoleh kemudian dikelompokan

dalam 3 kategori, yaitu

Langkah yang dilakukan dalam proses klasifikasi adalah sebagai berikut :

Klik “select by attributes” pada attribute

table atau panel di layer. Pilih field “Nilai”

dan masukkan nilai filter query pada

masing-masing kategori klasifikasi nilai

keanekaragaman hayati tinggi. 

1.

Gambar 40. Contoh Memasukkan Nilai Filter Query pada Kategori Tinggi

Langkah selanjutnya tabel yang telah di select menggunakan filter query,

kemudian diberi nama sesuai kategori keanekaragaman hayati menggunakan

tool“Field Calculator....” sebagaimana contoh yang ditunjukkan pada Gambar 41.

2.

Gambar 41. Contoh Pemberian Nama Data Atribut pada Kategori Tinggi

e.

44



Hasil analisis skoring untuk variabel utama (Tumbuhan dan Satwa Liar, Penutupan

Lahan, dan Ketersediaan Air) akan menghasilkan informasi terkait kategori nilai

keanekaragaman hayati seperti Gambar 42.

Gambar 42. Contoh Hasil Analisis Skoring di Provinsi Jawa Timur

f.

F. Interpretasi
Interpretasi merupakan tahapan penting untuk memperkuat hasil analisis atau hasil skoring.

Interpretasi juga digunakan untuk memperkaya data dan informasi spasial yang dirasa masih

belum mencukupi untuk pengambilan keputusan, menyampaikan pandangan dan pendapat

terhadap hasil temuan, dan memberikan rekomendasi atas hasil analisis. Proses skoring bisa

saja dilakukan untuk satu atau beberapa spesies kunci dan cukup untuk menghasilkan

luasan area distribusi tertentu. Namun demikian, pembahasan terhadap keberadaan spesies

lain yang ditemukan berada di dalam areal kajian perlu dielaborasi. 

 Hasil skoring bukan merupakan satu-satunya hasil kajian. Dalam melakukan proses

interpretasi hasil analisis juga sangat penting untuk melibatkan parapihak terutama yang

memiliki latar belakang pengetahuan dan keilmuan yang relevan, sehingga hasil analisis

berupa skor akhir yang didapat mungkin bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan

suatu area tersebut penting bagi keanekaragaman hayati. 

Berdasarkan Langhammer et al (2007) dan Bax et al (2018), penentuan area prioritas untuk

kawasan konservasi mempertimbangkan irreplaceability (tidak tergantikan) dan vulnerability

(kerentanan).  Hasil skoring mungkin hanya akan menggambarkan kualitas keanekaragaman

hayati, namun belum mempertimbangkan keterwakilan dan keunikan terutama

keanekaragaman hayati ditingkat ekosistem
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Hasil skoring perlu dielaborasi ketepatannya secara faktual dan diperkuat dengan basis

informasi lainnya. Data hasil analisis skoring kemudian digabungkan dengan data dan

informasi dari variabel penunjang, seperti tipe ekosistem, topografi, jenis tanah, stok karbon

dan variabel pendukung lainnya. Penambahan data dan informasi dimaksud dapat menjadi

pertimbangan tambahan dalam menentukan rekomendasi kawasan dengan nilai

keanekaragaman hayati tinggi.

Kasus tertentu memungkinkan ditemukan kondisi tutupan lahan yang memiliki skor rendah,

misalnya karena bentuk tutupan lahannya bukan hutan tetapi karst, savana, dan gambut.

Terhadap temuan tersebut, harus tetap diinterpretasikan sebagai area penting untuk

keanekaragaman hayati dan didelineasi sebagai habitat penting atau unik. Area-area yang

secara khusus menjadi lokasi konflik manusia dan satwa liar serta area pelespasliaran satwa

liar juga merupakan area penting yang memerlukan perhatian dan pemantauan, terlepas dari

tutupan lahannya berhutan atau tidak. Keberadaan habitat penting dan unik ini menjadi dasar

penyusunan rekomendasi kepada pihak pengelola areal yang dikaji, selain hasil skoring

keanekaragaman hayati.

Interpretasi hasil harus selalu mengacu pada tujuan kajian disertai dengan pernyataan

keterbatasan kajian. Pernyataan keterbatasan ini akan memperkuat pendekatan atau metode

yang digunakan dalam kajian. Untuk memperkuat metode, sejumlah literatur ilmiah yang

relevan perlu disitasi.
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IPenutup IV
Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap isu keanekaragaman

hayati dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, akurasi dan validitas hasil dari

kegiatan inventarisasi dan verifikasi area kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati

tinggi di luar KSA, KPA, dan TB sangat dibutuhkan. Unit Pelaksana Teknis Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang mendapat amanah

melaksanakan kebijakan ini perlu bersiap dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melewati

keseluruhan proses yang diperlukan. 

Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perdirjen

P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi

Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam (KSA),

Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Tahapan-tahapan yang terdapat

pada pedoman ini hendaknya dapat menjadi referensi awal, diperkuat dengan referensi

lainnya, dan tentunya dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan para pihak dalam

proses kajian dan pembahasan hasil analisis.

Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung proses inventarisasi dan

verifikasi secara keseluruhan. Selanjutnya, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

akan memberikan bimbingan dan mentoring kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat

Jenderal KSDAE selaku pelaksana teknis kegiatan. Unit Pelaksana Teknis yang telah

melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati

Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB agar melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal

KSDAE dengan ditembuskan kepada Direktur lingkup Ditjen KSDAE. Hasil kegiatan ini

selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

pengelolaan keanekaragaman hayati di luar KSA, KPA dan TB.
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